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ABSTRAK 

Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah 

satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah handphone. 

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap handphone, 

mengakibatkan para pelaku usaha bersaing untuk berbisnis dalam jual beli 

handphone yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Penyusun akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli 

handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal 

yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah terdapat 

beberapa konter handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” 

Yogyakarta yang secara sengaja tidak memberikan informasi secara lengkap 

tentang keadaan handphone. Berangkat dari masalah tersebut, maka penyusun 

mencoba untuk menulusuri dan meneliti bagaimana perlindungan konsumen 

dalam praktik jual beli handphone tersebut ditinjau dari peraturan perundang-

undangan dan hukum Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif analitis dan berlokasi di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah 

pendekatan secara yuridis-normatif artinya peneliti berangkat dari latar belakang 

masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999) serta diinterkoneksikan dengan 

perspektif normatif (asas-asas muamalat) dan analisis data pada penelitian ini 

memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk 

menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan 

dan manfaat dalam praktik jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan 

Komputer “KFC” Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk 

menganalisis status hukum dari praktik jual beli handphone tersebut. 

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli handphone 

di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta telah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli, namun syarat sah jual beli belum terpenuhi sehingga 

jual beli tersebut menjadi fasid. . Ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli 

tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam 

kaidah hukum Islam, karena bertentangan dengan asas-asas muamalat yaitu asas 

‘an tara’din, asas ‘adamul garar dan asas al-bir wa al-taqwa>. Namun, praktik 

jual beli handphone tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak kiya>r 

kedua belah pihak terpenuhi. Terdapat beberapa pelaku usaha tidak memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta 

tidak secara lengkap memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan, serta pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang tersebut 









vi 

 

MOTTO 

 

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang 

tua dan murka Allah tergantung 

pada murka orang tua” 

 

“Hasil tak akan pernah menghianati usaha” 
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orang disekitar saya. 

Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan 

yang telah diberikan selama ini. 

 

 

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

       â‟         n  n t t      b  ح

 â‟ Kh ka dan ha   خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż ż t    n  n t t       t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 â    es (dengan titik di bawah)  ص

 â    de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 n „ koma terbalik (di atas)  „ ع
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 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 â‟ H Ha  ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

   Ditulis „ ll علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 



x 

 

2. Bila     ut    n  n   t  s n  n  „ l‟ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- ul yâ‟ 

 

3. B l  t ‟ m rbut      up  t u   n  n   r   t f t   ,   sr     n   mm   

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-f ŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـِ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żu  r  

 ـُ

 يذهب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Y ż  bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
F t    + y ‟ m t  

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr   + y ‟ m t  

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafsîl 

4 Dlammah + wawu mati Ditulis Û 
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 ditulis    l أصول

 

F. Vokal Rangkap 

1 
F t    +  y ‟ m t  

حيليالز  

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zu ailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأنتم

 Ditulis  ‟    t أعدت

 Ditulis L ‟ n sy   rtum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

Bila diikuti huruf Qom r yy     tul s   n  n m n  un   n  uruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

سالشم  Ditulis Asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ż     l-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jual beli merupakan kegiatan penukaran barang dengan barang atau barang 

dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
1
 Hukum Islam mengartikan jual beli 

sebagai suatu kegiatan atau sarana untuk saling tolong menolong antar 

masyarakat.
2
 Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang 

mencari keuntungan saja, namun juga dipandang sebagai orang yang sedang 

membantu saudaranya. Bagi penjual, dia sedang memenuhi kebutuhan dari 

pembeli atau konsumen. Adapun pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan 

keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.  

Kegiatan jual beli tidak lepas dari perkembangan teknologi dan 

komunikasi yang mengakibatkan perubahan aktivitas dan perilaku di dalam 

masyarakat. Berbagai macam informasi, kini dapat diakses secara mudah melalui 

media handphone, televisi, komputer yang terhubung dengan internet, dan 

berbagai media elektronik lainnya. Hal ini disebut dengan era globalisasi atau 

revolusi informasi, yang bertujuan untuk menggambarkan mudahnya 

mendapatkan suatu informasi yang tidak mengenal batas wilayah.

                                                           

1
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa 

UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65. 

2
Abdul Rahman Ghazaly  dan Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalah, cet I (Jakarta: Kencana 

Prenata Media Group, 2012), hlm. 68.  
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Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah 

satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah handphone. 

Adanya handphone, dapat menghilangkan jarak antara manusia  yang satu dengan 

lainnya, bahkan seluruh penjuru dunia dapat terhubung dengan alat komunikasi 

ini. Oleh karena itu, masyarakat modern tidak dapat lepas dari handphone, karena 

setiap aktivitas yang mereka lakukan berkaitan dengan handphone. Adapun 

aktivitas yang membutuhkan handphone, antara lain berbisnis, belajar, 

silaturahmi, dan masih banyak aktivitas yang lain. Oleh sebab itu, produsen alat 

komunikasi semakin gencar dalam memperkenalkan setiap produk handphonenya 

kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur unggulan.  

Pembeli sebagai konsumen dimanjakan dengan berbagai macam pilihan 

handphone yang dijual di pasaran. Setiap pelaku usaha bersaing untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara memberikan berbagai 

macam pilihan handphone dengan harga yang terjangkau. Konsumen selalu 

memperhatikan keadaan handphone beserta komponennya sebelum memutuskan 

untuk membeli handphone pilihannya. Oleh karena itu, kelengkapan komponen 

mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu barang.  

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran yang terjadi dalam jual beli 

handphone, baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. 

Namun demikian, dalam kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang dilakukan 

oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pada jual beli 

handphone seharusnya pelaku usaha memberikan informasi tentang kelengkapan 

komponen dari handphone tersebut. Akan tetapi pada prakteknya, kelengkapan 
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komponen dalam jual beli handphone dianggap tidak penting, bahkan tidak 

diperhatikan secara khusus. Kerugian yang sering terjadi pada praktik jual beli 

handphone adalah pelaku usaha tidak memberikan informasi secara keseluruhan 

mengenai komponen dari handphone tersebut, diantaranya informasi mengenai 

harga, fitur, resolusi kamera,  kelengkapan charger, headset, baterai, dan warna 

handphone. Ada juga pelaku usaha yang menghilangkan atau mengambil sebagian 

komponen handphone, yang mengakibatkan tidak lengkapnya suatu produk 

handphone. Mereka berperilaku seolah-olah barang jualannya tersebut memiliki 

komponen yang lengkap sesuai dengan aslinya, padahal konsumen berhak atas 

informasi dan kelengkapan komponen handphone. 

Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta berada di 

kompleks KFC lantai 1 Blok A – 10 H sebelah Utara Lampu Merah UIN Sunan 

Kalijaga, merupakan salah satu tempat yang menyediakan handphone dan 

komputer yang terdiri dari beberapa konter. Setiap konter menyediakan berbagai 

jenis handphone  yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memanjakan 

konsumen dalam memilih barang. Oleh karena itu, persaingan antar pelaku usaha 

tidak dapat dihindari yang mengakibatkan pelaku usaha mengabaikan hak-hak 

konsumennya.  

Praktik jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta terdapat beberapa kasus yang mengabaikan hak-hak 

konsumen  di antaranya terdapat kasus pelaku usaha tidak memberikan informasi 

yang jelas tentang komposisi handphone. Konsumen sebelum melakukan 

transaksi tidak diberitahu handphone yang mereka beli tidak ada headsetnya. 
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Setelah terjadi transaksi, pelaku usaha baru memberitahukan bahwa handphone 

tersebut tidak terdapat salah satu komponen yang sering ada di handphone. Hal ini 

bertujuan agar barang tersebut segera dibeli oleh konsumen dan adanya unsur 

mengelabuhi konsumen.  Pembeli jarang menanyakannya karena mereka 

menganggap bahwa headset dan carger merupakan komponen yang tidak lepas 

dari handphone. Berdasarkan hal ini, beberapa pelaku usaha mengambil 

keuntungan dari ketidaktahuan konsumen tersebut  dengan mengambil salah satu 

komponen yang ada kemudian dijual kembali seolah-olah handphone tersebut 

memiliki komponen yang lengkap. Bukan hanya komposisi handphone saja, 

namun pelaku usaha juga tidak menyebutkan keaslian produk yang dijualnya, 

menutupi cacat suatu handphone tanpa ada maksud untuk memberitahukan 

kepada konsumen, serta terdapat unsur penipuan di mana pihak pelaku usaha 

menjual produk yang rusak dan diperbaiki kembali dengan menjual kepada 

konsumen bahwa handphone tersebut seolah-olah baru. Beberapa kasus tersebut 

membuat konsumen mengeluh setelah membeli handphone di tempat tersebut. 

Kerugian yang diakibatkan oleh konsumen dikarenakan posisi konsumen 

yang selalu berada pada posisi tawar menawar yang lemah.
3
 Lemahnya 

pengetahuan dan posisi tawar menawar konsumen, mengakibatkan konsumen 

tidak mampu menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman 

produk yang beredar di pasaran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

                                                           

3
 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 26. 
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yang curang.
4
 Posisi tawar konsumen dipengaruhi oleh konsep-konsep pemasaran 

yang berubah dari waktu ke waktu , antara lain:
5
 

1. Memfokuskan pada produk dan pelaku usaha, dengan membuat produk 

yang baik berdasarkan standar dan nilai internal. Bertujuan untuk 

mendapatkan laba, dengan menjual atau membujuk konsumen potensial 

untuk menukar uangnya dengan produk pelaku usaha; 

2. Pada dekade enam puluhan, mengalihkan fokus pemasaran dari produk 

kepada konsumen. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian 

menjadi lebih luas dengan cara sistem pemasaran yang baru (marketing 

mix) atau 4P (product, price, promotion, and place) produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi. 

3. Sebagai konsumen baru dalam pemasaran, dengan pembaharuan dari 

konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep ini pada dasarnya 

merubah fokus pemasaran dari konsumen atau produk kepada konsumen 

dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Selain itu, terjadi 

perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan 

pihak yang berkepentingan (yaitu orang perorangan atau kelompok yang 

mempunyai kepentingan dalam kegiatan pelaku usaha termasuk 

didalamnya karyawan, manajemen, konsumen, masyarakat, dan negara). 

                                                           

4
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Jakarta: BPFE,2004), hlm. 197. 

5
 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 7-8. 
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Adanya perubahan konsep tersebut maka hak-hak konsumen semakin 

terabaikan. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf (c) telah dijelaskan bahwa 

konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa. Seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha 

untuk memberikan informasi secara jelas kondisi dan komponen yang ada di 

dalam handphone. UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (e), juga menjelaskan bahwa 

pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai 

dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau 

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan suatu informasi barang atau 

jasa menjadi faktor paling penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan. 

Begitu juga halnya dengan jual beli handphone. 

Setiap pelaku usaha harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya, 

sebagaimana terdapat pada UUPK Pasal 7 yakni : 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  
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4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Hukum Islam juga melindungi hak-hak konsumen dimana Islam tidak 

mengenal kapitalisme klasik yang menjelaskan bahwa pembeli harus berhati-hati, 

tidak pula pelaku usaha yang berhati-hati. Akan tetapi dalam Islam yang berlaku 

adalah prinsip keseimbangan (al-ta‟adul) atau ekuilibrium yang mana antara 

penjual dan pembeli harus berhati-hati sesuai dengan teori perjanjian dalam 

Islam.
6
 

Jual beli dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip muamalah yang 

harus terpenuhi. Jual beli juga tidak lepas dari akad, setiap jual beli dapat 

dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. Salah satu rukun dalam 

                                                           

6
 Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang: Malamg Perss, 2007), hlm. 

204. 
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akad yakni adanya ija>b dan qa>bul baik itu melalui ucapan, utusan dan tulisan, 

isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Suatu akad tidak sah apabila 

adanya cacat kehendak. Cacat kehendak menurut Hukum Islam meliputi; paksaan, 

penipuan kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi.  

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dan melakukan analisis mengenai kesesuaian praktek jual beli handphone di Pusat 

Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta dengan aspek-aspek 

perlindungan konsumen dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap jual 

beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. 

Maka, perlu adanya pemahaman hukum positif dan hukum Islam dalam 

memahami perlindungan konsumen dalam jual beli, khususnya untuk penjual dan 

pembeli yang melakukan transaksi perdagangan handphone.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah: 

1. Bagaimana praktik Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan 

Komputer “KFC” Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dalam praktik jual beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan 

Komputer “KFC” Yogyakarta? 
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3. Bagaimana penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktik Jual Beli 

Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tinjauan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas 

antara lain: 

a. Untuk mengetahui praktik jual beli handphone di Pusat Kulakan 

Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta 

b. Untuk menganalisis praktek jual beli handphone di Pusat Kulakan 

Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta ditinjau dari Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

c. Untuk mengetahui penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktek 

jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, 

serta pemahaman hukum positif dan Hukum Islam dalam memahami 

perlindungan konsumen dalam jual beli. 

b. Secara praktis, skripsi ini semoga dapat dijadikan sebagai rujukan 

informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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D. Telaah Pustaka 

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen, 

khususnya membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli 

handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta yang 

menggunakan tinjauan yuridis-normatif yang belum banyak karya tulis maupun 

hasil penelitian yang mengupas malasal jual beli handphone di Pusat Kulakan 

Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Diantara karya tulis yang dapat 

dijadikan telaah pustaka yaitu : 

Hasil penelitian dari Nur Khasanah mengemukakan bahwa pelaksanaan 

hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel jika hak khiyar konsumen 

terpenuhi, maka praktik jual beli tersebut menjadi sah. Namun apabila hak khiyar 

konsumen di toko buku Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi, maka akad 

tersebut tidak sah menurut hukum Islam.
7
 

Hasil penelitian dari Solikin menjelaskan bahwa konsep perlindungan hak-

hak konsumen dalam transaksi e-commerce dalam Hukum Islam maupun Hukum 

Positif memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku 

usaha dan konsumen serta memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Perbedaannya terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam 

tidak dikenal konsumen akhir dan perantara serta tidak mengenal konsumen 

perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi 

                                                           

7
 Nur Khasanah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli 

Buku yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta)”, Skripsi,  tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN 

Sunan Kalijaga, 2013. 
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mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK 

merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Serta 

dalam Islam tidak membatasi waktu pertanggungjawaban yang merugikan 

konsumen, namun dalam UUPK dibatasi pertanggungjawabannya dalam jangka 

waktu 4 tahun setelah pembelian.
8
 

Penelitian dari Riza Laely Ikayanti menjelaskan Pertama bahwa hak-hak 

konsumen dalam hukum positif di Indonesia maupun Internasional dan hukum 

Islam mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Kedua 

perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik adalah hukum positif 

Indonesia tidak menerangkan secara khusus, baik UUPK maupun UU 

Antimonopoli yang di dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen 

transaksi konvensional. Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu menangani 

masalah tentang transaksi elektronik. Berdasarkan konvensi internasional tentang 

hak ekosob, PBB melalui Economic and Social Council (ECOSOC) telah 

mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tahun 1985 tentang The 

Guidelines For Consumers Protection. Ketiga, adalah hukum Islam berdasarkan 

asas keadilan dan keseimbangan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak 

tanpa paksaan, kehalalan prosuk, kejelasan informasi dan harga, menghindari 

kemudharatan dan khiya>r. Pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum positif 

memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di 

                                                           

8
 Solikin, “ Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab 

dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
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antara pelaku usaha dan konsumen dan memberikan perlindungan kepada 

konsumen.
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa’un Nahdiyah menjelaskan bahwa 

konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, korban ledakan LPG yang terjadi di Desa 

Karanglo Kidul telah mendapatkan haknya untuk mendapat ganti rugi sebagai 

tanggung jawab pelaku usaha. Juga dalam hukum Islam hal itu dibenarkan, karena 

pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut maka pemerintah harus 

bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sehubungan dengan ledakan LPG 

yang diberikannya kepada warga Karanglo Kidul.
10

 

Penelitian Oni Anggraeni Yuliningrum dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen 

tentang pemadaman listrik telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, UU 

Ketenagalistrikan dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) perencanaan 

pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. 

Pengumuman juga telah di informasikan melalui media cetal, elektronik dan 

media sosial sebelum pemadaman. Akan tetapi keterbatasan konsumen dalam 

mendapatkan hak dan kewajiban mempengaruhi informasi yang disediakan guna 

memperoleh informasi yang benar dan jelas. Upaya hukum yang dapat ditempuh 

                                                           
9
 Reza Laely Ekayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungana Konsumen 

dalam Transaksi Elektronik”, Skripsi, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

10
 Nisa’un Nahdiyah, “Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum 

Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon, Ponorogo, Jawa Tengah)”, Skripsi, tidak 

diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.  
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konsumen yang merasa dirugikan yaitu memilih langsung melakukan upaya 

hukum ke kantor PT. PLN (Persero) atau melalui Lembaga Konsumen 

Yogyakarta (LKY).
11

 

Jurnal yang ditulis oleh Erie Hariyanto, dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa dengan diterapannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap Pra trandaksi, 

atau penawaran komputer rakitan melalui iklan, tahap transaksi atau perjanjian 

jual beli komputer rakitan dan tahap pasca transaksi yang berhubungan juga 

dengan jaminan garansi. Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa dilakukan 

secara kekeluargaan antara konsumen dengan pelaku usaha hal ini paling tepat 

dan efektif, walaupun Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen juga 

memberikan saluran untuk mengadukan kasusnya melalui Badan Penyelesaian  

Sengketa Konsumen. 
12

 

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim Barkatullah, dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada 

sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas 

negara di Indonesia. Dalam transaksi e-commerce tidak ada lagi batas negara 

maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara, seperti 

                                                           

11
 Oni Anggraeni Yuliningrum, “Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman 

Listrik Di Area Kota Yogyakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

12
 Erie Hariyanto, “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut 

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintan Risky Computer Surabaya)”, 

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm. 491-505. 
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yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena e-commerce 

beroperasi secara lintas batas (bonder less). Dalam kaitan ini, perlindungan 

hukum bagi konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui 

harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.
13

 

Jurnal yang ditulis oleh Fransisca Mulyono, menjelaskan bahwa tindakan 

konsumen atas produk yang telah dibelinya berdampak kepada kemajuan pelaku 

usaha, oleh karna itu pelaku usaha mulai mempertimbangkan kembali posisi 

konsumen agar setara dengan dirinya. Dalam pengertiannya, pelaku usaha dalam 

berbisnis dengan konsumen melakukan bisnis yang win-win solution, karena 

pelaku usaha bukanlah siapa-siapa tanpa konsumen.
14

 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. 

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kewajiban pemberian 

informasi tentang barang atau jasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha tentang hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPA yang 

mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Perlindungan konsumen yang ditinjau 

dari hukum Islam maupun UUPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

                                                           
13

 Abdul Hakim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam 

Transaksi Di E-Commerce”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 14 

No. 2, April 2007, hlm. 247-270. 

14
 Fransisca Mulyono, “Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Di 

Indonesia”, Jurnal Bima Ekonomi, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Vo. 14 No. 2, 

Agustus 2010, hlm. 36-48.  
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penelitian yakni transaksi jual beli handphone khususnya di Pusat Kulakan 

Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. 

E. Kerangka Teoritik 

Jual beli erat kaitannya dengan istilah konsumen dan pelaku usaha. 

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen berdasarkan UUPA didefinisikan 

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
15

. Dari definisi tersebut 

menunjukkan bahwa subjek yang disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang 

yang menggunakan barang dan jasa.  

Setiap transaksi jual beli berkaitan dengan hak-hak konsumen yang diatur 

dalam UUPK dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesadaran tentang hak-

hak mereka sebagai konsumen. Hak konsumen sebagaimana yang telah diatur di 

dalam UUPK Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
16

 

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

                                                           
15

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 

2. 

16
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perllindungan Konsumen, Cet.4 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm 31-32. 



16 

 

 
 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lain. 

UUPK selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen juga menjelaskan 

tentang hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 angka 1 

yaitu:
17

 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yaitu : 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
17

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut. 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takartan, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jasa waktu 

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus dipasang atau dibuat. 
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j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Hak-hak konsumen juga dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah menerangkan bahwa fiqih muamalah 

memiliki beberapa prinsip diantaranya:
18

 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Hadist Rasul. 

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. 

3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Artinya bahwa segala sesuatu 

yang menimbulkan kemudharatan harus dihindari bahkan harus 

dihilangkan dalam bermuamalah. 

4. Muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, 

menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan 

dalam kesempitan. 

Dari hal tersebut, dalam memasukkan “nilai-nilai” dan “prinsip-prinsip” 

ajaran Islam maka setiap kegiatan perekonomian Islam harus dalam koridor 

pinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.  

                                                           

18
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16. 
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Jual beli sering dihubungkan dengan perjanjian, dalam hukum Islam 

disebut dengan “akad”. Akad sendiri memiliki arti pertemuan ijab yang diajukan 

oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat 

hukum pada objek akad.
19

 Untuk melakukan transaksi jual beli harus terjadi akad, 

jadi suatu jual beli tidak akan sah apabila rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. 

Rukun dalam jual beli dibagi menjadi empat, yaitu :
20

 

1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

2. Ada s{iga>t (lafal ija>b dan qa>bul) 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Sedangkan syarat-syarat jual beli dibagi menjadi beberapa sudut pandang, 

diantaranya:
21

 

1. Syarat-syarat orang yang berakad 

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul 

3. Syarat-syarat yang diperjualbelikan 

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang). 

  

                                                           

19
 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 68. 

 
20

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70. 

21
 Ibid., hlm. 71-77. 
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Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para 

ulama fiqh mengemukakan adanya syarat sah jual beli, yaitu: 

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat 

jual beli itu rusak. 

2. Apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu 

boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasi penjual. 

Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-

menyuratnya diselesaikan sesuai dengan „urf (kebiasaan) setempat.  

Salah satu syarat jual beli yakni adanya kegiatan saring rela (tanpa 

paksaan) namun ada beberapa hal yang menjadi perusak, diantaranya :
22

 

1. Paksaan, 

2. Kekhilafan, 

3. Penipuan, dan 

4. Adanya ketidak setaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang 

yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau penipuan (al-Ghubn 

al-Fahisy ma‟a at-Taghrir) 

                                                           

22
 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Jakarta: BPFE,2004), hlm. 174. 
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Selain syarat-syarat yang harus terpenuhi, perlu adanya unsur sukarela 

dalam bertransaksi jual beli. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa dalam 

sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan (‘an Tara>d`{in) karena 

transaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, 

penipuan, atau pemalsuan, dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi objek 

akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad.
23

 

Di samping itu terdapat prinsip muamalah antara lain tidak boleh saling 

menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual beli terdapat 

penipuan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Pada dasarnya jual 

beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang di mana tidak ada 

pihak yang dirugikan, dan ketika terjadi penipuan maka hukumnya haram.
24

  

Etika dalam bisnis Islam mutlak diperlukan dan sangat penting untuk 

menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat agar 

terhindar dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan. Dengan 

mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka 

syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan 

praktik jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara 

melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Untuk menghindari penipuan 

dan kemadharatan yang dapat menimpa kedua belah pihak dalam praktik jual beli 

                                                           

23
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 101. 

24
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet ke-31 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997), 

hlm. 281. 
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handphone, hak konsumen selaku pembeli dalam jual beli Islam dikenal dengan 

hak khya>r. 

Hak khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

yaitu “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan 

akad jual beli yang dilakukan”.
25

 Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir, 

Khiya>r adalah hak memilih bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melanjutkan 

atau membatalkan akad yang telah ditiadakan.
26

 Adapun dalil al-Qur’an yang 

membolehkan hak khiya>r sebagaimana firman Allah SWT: 

 27 ٱلبيع ٱلَلّ وأحل 

 Lafal jual beli dalam ayat itu adalah kata umum yang mencakup semua 

akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada khiya>r, dengan begitu 

ia menjadi mubah (boleh) 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari 

pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.  

                                                           

25
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 16. 

26
 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII, 

1993), hlm. 81. 

27
 Al-Baqarah (2): 275. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara 

sistematik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif-analitis, antara lain peneliti menjelaskan secara objektif 

mengungkap dan menyimpulan masalah, keadaan, peristiwa atau objek 

yang diteliti sebagaimana fakta yang ada dan terjadi di Pusat Kulakan 

Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum positif 

dan hukum Islam (fiqh) terhadap perlindungan konsumen dalam praktik 

jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” 

Yogyakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi 

Observasi atau pengumpulan langsung untuk memperoleh 

data-data yang dibutuhkan pada tiga konter handphone yang 

berada di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” 

Yogyakarta. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah jenis penelitian yang pengumpulan 

datanya dengan cara bertanya langsung kepada responden tentang 

praktek jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan 

Komputer “KFC” Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan kepada 

tujuh pelaku usaha konter handphone yang terdiri dari empat 

Karyawan, dua Owner dan satu Promotor, sebelas konsumen dan 

satu Manager Personalia di Pusat Kulakan Handphone dan 

Komputer “KFC” Yogyakarta. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Data-data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisis dengan 

metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. 

Metode deduktif,
28

 yaitu cara berpikir yang berlandaskan kepada teori 

umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari perlindungan 

konsumen dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk 

mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik 

menjadi kesimpulan secara khusus. Metode induktif yakni data dikaji 

melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkit 

atau fakta-fakta. 

                                                           

28
 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidyat, Metodologi Penyusunan (Bandung: CV. Mandar 

Maju, 2002), hlm. 170-171. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka 

sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang 

ada. Penyusun membagi lima bab pembahasan yang setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab. 

Pembahasan pertama dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

Bab kedua, membahas teori-teori yang mengenai perlindungan konsumen 

berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam yang terdiri dari perlindungan 

konsumen berdasar hukum positif, perlindungan konsumen dalam hukum Islam 

ditinjau berdasarkan Asas-Asas Muamalah, dan hubungan hukum positif dengan 

hukum Islam. 

Selanjutnya dalam bab tiga membahas gambaran umum tentang objek 

penelitian dan praktek jual beli di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta 

Bab empat berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap Aspek-

Aspek Perlindungan Konsumen dalam kegiatan jual beli handphone di Pusat 

Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.  

Penulisan ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup berikut 

simpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan 

pada bab sebelumnya bahwa: 

1. Praktik jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual 

beli, namun dalam syarat sah jual beli tidak terpenuhi yakni jual beli tersebut 

terdapat cacat, seperti kreteria barang yang diperjualbelikan itu tidak 

diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas barang dan mengandiung 

unsur tipuan yang membuat jual beli itu rusak atau fasid. 

2. Praktik jual beli handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer 

“KFC” Yogyakarta ada beberapa konter yang tidak dibenarkan dalam hukum 

Islam dikarenakan belum menerapkan sebagian asas-asas muamalat 

diantaranya yakni asas ‘an tara’din, asas ‘adamul garar dan asas al-bir wa 

al-taqwa> sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan di atas. Praktik jual 

beli handphone tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak kiya>r 

kedua belah pihak terpenuhi. 

3. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, maka 

diperoleh kesimpulan secara yuridis dan normaif sebagai berikut: 

a. Secara yuridis, ada beberapa hal yang tanpa disadari oleh para pelaku 

usaha di atas telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan 
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Konsumen diantaranya memberikan hak kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam memakai barang, memberikan hak kepada konsumen 

untuk memilih barang, didengar pendapat dan keluhan atas barang yang 

dibeli, dilayani dan diperlakukan secara baik dan tidak diskriminatif, dan 

pelaku usaha juga memberikan ganti rugi atas kerugian akibat pengguna, 

pemakaian dan manfaat handphone yang dibeli.  

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Pusat 

Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta diantaranya 

terdapat beberapa pelaku usaha yang secara sengaja tidak memberikan 

informasi secara lengkap bahwa handphone tersebut tidak terdapat 

handset atau komponen lain yang biasa terdapat dalam handphone pada 

umunya serta tidak memberitahukan informasi garansi dengan 

memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang  dan terdapat konter 

yang menyembunyikan kecacatan suatu produk seperti handphone yang 

konsumen beli merupakan handphone yang rusak kemudian diperbaiki 

kembali.  Kasus tersebut telah  melanggar Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal  4 huruf (c), pasal 7 huruf 

(b) dan (c) serta pelanggaran pasal 8 angka (2) Pelaku usaha menjual 

handphone tersebut seolah-olah baru tanpa memberitahukan keadaan 

handphone yang sebenarnya.  
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B. Saran-saran 

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini 

yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain: 

1. Bagi pemerintah, Hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan 

kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya. Untuk 

itu suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Seperti 

halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang masih ada kekurangan dan perlu disempurnakan lagi pada materi 

hukumnya. Hendaknya Pemerintah Daerah dan instansi terkait mengadakan 

sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap para pelaku usaha 

maupun konsumen agar terciptanya situasi pemenuhan kebutuhan hidup. 

2. Pelaku usaha untuk lebih bisa jujur dalam menjual barang. Persaingan usaha 

merupakan hal yang biasa, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk 

melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga 

dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau melakukan praktik yang 

mengandung unsur garar atau ketidak jelasan, sehingga diharapkan kepada 

semua pihak yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan 

kecurangan (garar) atau hal-hal yang mengakibatkan batal atau fa>sidnya suatu 

akad atau praktik yang dilakukan serta terpenuhinya hak khiyar bagi para pihak 

agar tidak terjadi kerugian.  
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3. Hendaknya konsumen lebih kritis dan memahami informasi apabila ingin 

membeli suatu barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Konsumen hendaknya memiliki itikat baik dalam melakukan jual beli. 

4. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut dilakukan di lokasi yang sama 

maupun di lokasi yang berbeda, hal tersebut membantu Pemerintah dalam 

rangka mengadakan sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada 

lagi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik pelaku 

usaha maupun konsumen.  
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LAMPIRAN I 

 

I 

 

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH 

 

Hal. 
Nomor 

Footnote 

Ayat al-Quran dan 

Hadits 
Terjemahan Ayat 

BAB I 

22 27 
Q.S. (2) al Baqarah : 

275 

Allah telah menghalalkan jual beli 

BAB II 

26 1 Ibnu Qudamah yang 

dikutip oleh Wabah al-

Zuhaily 

Saling menukar harta dengan harta 

dalam bentuk pemindahan milik 

dan pemilik 

27 

 

2 

 

Q.S.(2)  al-Baqarah : 

275  

Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. 

27 3 Q.S. (2) al Baqarah : 

198 

Tidak ada dosa bagimu untuk 

mencari karunia (rizeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu 

27 4 Q.S. (4) an-Nisa’ : 29 Kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu... 

27 5 Hadis dari al-Baihaqi, 

Ibn Majah dan Ibn 

Hibban 

Jual beli itu didasarkan atas suka 

sama suka 

44 18 Q.S. 59 (Al-Hasyr): 7 Agar harta itu jangan hanya 

beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu  

45 20 Lihat Footnote 4 hlm. 27 BAB II   
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BAB IV 

76 11 Hadis dari Hafidz Al 

Mundziry 

Penjual dan pembeli, masing-

masing mempunyai hak pilih 

terhadap temannya, selagi 

keduanya belum berpisah, 

terkecuali jual beli (syarat) pilihan. 
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Kemudian beliau juga mengikut pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM 
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Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain 
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Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-asas Mu’amalah dan lain 

sebagainya. 
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Disamping beliau mendapat ijazah khusus pendidikan (tahassus at-Tadris) dari 

Fakultas bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Mendapat 

gelar Lc. dalam Ilmu Hukum di Universitas ‘Ain Syam, gelar Diploma dari 

Ma’had as-Syari’ah Universita al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam 
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predikat terbaik. Beliau adalah guru besar dalam fiqh dan ushul al-fiqh di 
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kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu 

Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan 

Kalijaga sendiri. 

 

 



LAMPIRAN III 

V 

 

DAFTAR PERTANYAAN   

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & 

KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya pusat kulakan handphone & komputer  “KFC” 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana perkembangan pusat kulakan handphone & komputer hingga saat ini? 

3. Mohon penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di pusat kulakan 

handphone & komputer? 

4. Apa visi misi pusat kulakan handphone & komputer “KFC” Yogyakarta? 

5. Jenis usaha apa saja yang ada di pusat kulakan handphone & komputer “KFC” 

Yogyakarta? 

6. Fasilitas apa saja yang disediakan pusat kulakan handphone & komputer “KFC” 

Yogyakarta? 

7. Bagaimana prosedur untuk menyewa konter di pusat kulakan handphone & 

komputer “KFC” Yogyakarta? 

8. Ada berapa konter yang tersedia di pusat kulakan handphone & komputer “KFC” 

Yogyakarta? 

9. Apa prinsip pusat kulakan handphone & komputer “KFC” Yogyakarta dalam 

melayani konsumen? 
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DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL HP 

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & 

KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA 

1. Sejak kapan Anda menyewa konter di pusat kulakan handphone & komputer 

“KFC” Yogyakarta? 

2. Bagaimana perkembangan konter Anda hingga saat ini? 

3. Produk apa saja yang dijual di konter ini? 

4. Bagaimana antusiasme warga Yogyakarta dalam membeli HP di tempat ini? 

5. Dari mana Anda mendapatkan HP yang dijual di sini? 

6. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli HP di tempat ini? 

7. Bagaimana perlakukan penjual terhadap pihak konsumen yang akan bertransaksi? 

8. Bagaimana anda menginformasikan produk Anda kepada konsumen? 

9. Adakah pernah ada komplen dari konsumen tentang produk yang mereka beli 

dengan informasi yang Anda sampaikan? 

10. Bentuk pengaduan/komplen seperti apa yang disampaikan konsumen kepada 

pihak konter berhungungan dengan HP yang mereka beli? 

11. Jenis kecacatan seperti apa yang terdapat pada HP ketika konsumen melakukan 

komplen? 

12. Apakah faktor kecacatan tersebut berasal dari penjual, hasil produksi, atau hasil 

kesengajaan konsumen? 

13. Usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak konter apabila terjadi komplen? 

14. Bagaimana tanggapan pihak konter mengenai adana Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999? 
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DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI HP 

PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & 

KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA 

1. Dari mana Anda mengetahui pusat kulakan handphone & komputer  “KFC” 

Yogyakarta ini? 

2. Pernahkan Anda membeli handphone di pusat kulakan handphone & komputer  

“KFC” Yogyakarta? 

3. Bagaimana tanggapan Anda tentang kualitas HP di tempat ini? 

4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan di setiap konter yang ada di pusat 

kulakan handphone & komputer  “KFC” Yogyakarta? 

5. Bagaimana pusat kulakan handphone & komputer “KFC” Yogyakarta dalam 

pemenuhan hak Anda sebagai konsumen? 

6. Sudahkah sesuai kenyataan antara informasi yang disampaikan pihak konter 

dengan barang yang Anda terima? 

7. Pernahkah Anda mendapatkan cacat pada handphone yang telah Anda beli di 

pusat kulakan handphone & komputer  “KFC” Yogyakarta? 

8. Bagaimana jenis cacat yang Anda temukan pada buku yang telah Anda beli di 

pusat kulakan handphone & komputer  “KFC” Yogyakarta? 

9. Apakah dalam menjalankan bisnisnya pusat kulakan handphone & komputer  

“KFC” Yogyakarta mau bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersebut? 

10. Bagaimana bentuk tanggung jawab pusat kulakan handphone & komputer  “KFC” 

Yogyakarta terhadap adanya cacat tersebut? 

11. Apakah anda puas, tidak puas, atau malah menyesal membeli handphone di pusat 

kulakan handphone & komputer  “KFC” Yogyakarta? 
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GAMBAR 
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